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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab 

terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di 

Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang 

tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. 

Sedangkan di Polresta Yogyakarta, perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai korban eksploitasi seksual sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat 

dengan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, serta 

melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu 

Rifka Annisa yang khusus memberikan bimbingan dan pendampingan 

kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah 

dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan 

eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban 

maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan secara komersial dan 
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ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi 

tersebut. Untuk eksploitasi, walaupun tujuan itu belum terlaksanakan, 

hanya terbukti berencana saja, itu sudah bisa terkena jeratan hukum. Polres 

tidak berperspektif gender dikarenakan pemerkosaan atau tindakan 

eksploitasi seksual terhadap anak dibutuhkan pemeriksaan yang jeli. 

Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah 

dalam pembuktian atau saksi, apabila tidak ada unsur pendukungnya maka 

penyidik  mengeluarkan SP3. 

 

B. Saran 

1. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi pidana 

dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Yogyakarta 

hendaknya pihak penyidik, penuntut, dan hakim melakukan koordinasi 

dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi korban. Sebab, korban 

masih di bawah umur, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum dan 

perlindungan terhadap perkembangan mental anak yang bersangkutan. 

2. Bimbingan mental yang ditujukan kepada korban perlu diutamakan. Pada 

saat ini bimbingan psikologis bagi korban  eksploitasi seksual sudah 

berjalan namun belum maksimal. Harus dipahami, baik fisik dan mental 

dari anak masih sangat lemah, meskipun ada dugaan tidak ada unsur 

paksaan di dalam tindakan eksploitasi tersebut, kejelian para penegak 

hukum dalam memilah kejahatan eksploitasi seksual harus ditingkatkan, 
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karena dalam kasus eksploitasi seksual sangat dimungkinkan baik pelaku 

atau korban kerap kali menutup diri. 
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